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Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Aspek Keamanan

MekanismePengendalianTKA TermasukClearenceHouse)

Aspek Legalitas

ljin Kerja dari Menteri Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)
ljin Tinggal dari KUMHAM/IMIGRASI (VITAS & ITAS)

UU 6/2011
T




LAN DASAN HUKUM

. UUD 1945
Pasal27 ayat(2), tiap-tiap Warganegaraberhakataspekerjaandan penghiduparyanglayakbagi
kemanusiardanPasaR8Dayat(2), Setiaporangberhakuntuk bekerjasertamendapatimbalan
danperlakuanyangadil danlayakdalamhubungarkerja

II. UUNomor 13 Tahun2003tentangKetenagakerjaan

1) Pasal42 ayat(1)
SetiapPemberiKerjayangmempekerjakanl KAwajib memilikilzin
tertulis dari Menteri atau pejabatyangditunjuk

Pasal42 Ayat(2)
Pemberikerjaorangperseorangardilarangmempekerjakartanagakerjaasing

Pasal42 Ayat(4)
Tenageerjaasingdipekerjakardi Indonesighanyadalamhubungankerjauntuk
jabatantertentu danwaktu tertentu

2) Pasal43ayat(1)
SetiapPemberikerjayangmenggunakai KAwajib memiikiRPTKAari Menteri
(dikecualikannstansipemerintah badanbadaninternasionaldanperwakilan  negaraasing

3) Pasali4ayat(l)
Pemberikerjawajib menaatiketentuanmengenajabatandanstandarkompetensiyang
berlaku



4)

5)

7)

Pasal45 ayat(1)

Pemberikerjatenagakerjaasingwajib:

w Menunjuktenagakerjawarganegaralndonesiasebagatenagapendamping
tenagakerjaasingyangdipekerjakarnuntuk alinteknologidan
alinketerampilandari tenagakerjaasing dan

w Melaksanakampendidikandan pelatihnankerjabagitenagakerjalndonesia
sebagaimanaimaksudpadahuruf a yangsesuadengankualifikasijabatan
yangdidudukiolehtenagakerjaasing

Pasal46 ayat(1)
Tenagerjaasingdilarangmendudukijabatanyangmengurusipersonaliadar/ atau
jabatanjabatantertentu.

Pasal7 ayat(1)

Pemberikerjawajib membayarkompensasatassetiaptenagakerjaasingyang
dipekerjakannya(100 USD /orangoillanberdasarkarPPNomor65 Tahun2012
merupakan PNBP)

Pasak8
Pemberikerjayangmempekerjakartenagakerjaasingwajib memulangkan
tenagakerjaasingke negaraasalnyasetelahhubungarkerjanyaberakhir

Pasal9
Ketentuanmengenapenggunaarienagakerjaasingsertapelaksanaampendidikandan
pelatihantenagakerjapendampingdiatur denganKeputusarPresiden




lIl. PeraturanPemerintah
a) PP 63ahun 2012tentang Tarif AtasJenisPenerimaanNegaraBukan

Pajak

b) PP 9Tahun 2012tentangRestribusPengendaliahaluLintasdan
RestribusPerpanjanganMTA;

V. PeraturanPresidenR| No. 72ahun 2014tentangPenggunaan

TKAsertaPelaksanaaiklat TKPendamping LAW

V. PeraturanMenteri KetenagakerjaanNo. Per. 16Tahun2015tentang
TataCaraPenggunaanTenagakerjaAsing B

VI. PeraturanMenteri KetenagakerjaanNo. Per. 35Tahun2015tentang \ / (@,e,
PerubaharmtasPermenakeiNo.16Tahun2015tentang Tata Cara

PenggunaanTenagaerjaAsing ” .
(— |

VIl. a)KepdirjenNo. 70/PPTK/IV/2013tg PedomanPendampingai KA
b) KepdirjenNo.71/PPTK/IV/2013tg PedomarPenilaiarKelayakarRPTKA



INTEGRASI DATA

46, /3% 2/0

AKTIF
256 Prov/Kab/Kota
Telah terintegrasi 93ProvKaliKota
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ARAHANPRESIDEN
5 Januark018dan31 Januark2018
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ARAHAN WAKIHRRESIDEN

1 Februari2018

a. K/Lterkait agarmelakukanperubahanregulasi

ProsedurTKAharusdisederhanakan

c. lzinTKAsebaiknyadigabungdenganizinindustri
sehinggaidak perlu adarekomendasidari K/L
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21981 Views

Presiden Perintahkan Semua Menteri
Sederhanakan Aturan Investasi dan Ekspor

berkaitan dengan investasi dan ekspor.

“Masih terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, sehingga
membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan
investasi dan ekspor,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono
Anung dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor
Presiden, Jakarta, Rabu (31/1) sore.

aligal d

Sekretaris Kabinet (Seskab) Prameno Anung dalam
keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden,
Jakarta, Rabu (31/1) petang. (Foto: Humas/Jay)

31 January 2018 ® 16994 Views

=~PTESIIEIT JORD VG040 (JOKOWI) memimpin Rapat Terbatas (Ratas)
lanjutan mengenai peningkatan investasi di Kantor Presiden,
Jakarta, Rabu (31/1) siang.

Saat menyampaikan arahan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa
Ratas kali ini untuk menindaklanjuti pembahasan yang sudah
dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

OO0 B3

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas lanjutan
mengenai peningkatan investasi di Kantor Presiden, Jakarta,
Rabu (31/1). (Foto: Humas/Jay)



DEREGULASI PERIZINAN TKA
SEJAK TAHUN 2008 - SEKARANG

1.
2.

Penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia;

Menghilangkan persyaratan Pemberi kerja TKA yang
mempekerjakan 1(satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI
sekurangkurangnya 10 Orang TKiI;

RPTKA untuk Jangka Pendek < 6 bulan tidak perlu memiliki
pendamping;

TKA dalam rangka memberikan ceramah, mengikuti rapat,
auditor yang kurang dari satu bulan tidak perlu memiliki IMTA,;
TKA untuk jabatan Direksi/komisaris yang berada di luar negeri
tidak perlu memiliki IMTA,;



KEBIJAKAN MENDUKUNG INVESTASI (yang
sudah dilakukan)

. Pelayanan Perijinan sudah tidak mengenal tempat daaktu dan dapat
diakses secara online melaltitp//: tka-online.kemnaker.go.id

. Menempatkan Pegawal di FTZ Batam dan PTSP Pusat BKPM;

. Menempatkan pegawadi KEK Palu dan KEK Mandalika untuk pelayanan
PTKA

. Sudah dibuat sistem untuk pelayanan 3 jam secara online dan pelayanan
Ini dapat digunakan untuk perizinan RPTKA dan IMTA dengan nilali
Investasi 10Milyar atau penyerapan Tenaga Kerja 1008,

. PengesahamRPTKA sudah menggunakan digital signature dan Perusahaan
dapat mencetak sendiri melalui akuperusahaan;



http://www.tka-online.kemnaker.go.id/

. ! . SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION )

Seluruh data perizinan dan
pemenuhan persyaratan berusaha di
K/Ldan Pemda berada dalam 1 (satu)
sistem perizinan berusaha
terintegrasi.

Penyampaian data dan informasi
secara tunggal (single submission of

PO AN Tor

data and information)

Pemrosesan data dan informasi SISTEM '" :l:" -;1":‘:‘ :: f-uwm

secara tunggal dan sinkron (single "w o ‘s‘uﬁ‘_."“ﬁ‘sj‘n"“ moasiveny TR
and synchronous processing of dato
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PELAYANAN PENGGUNAAN TKA SECARA ONLINE MEILALLINGIFIBMEION(OSS)

i
Ll

>

...
























